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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pertimbangan hakim dalam 
menentukan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian; (2) akibat hukum 
orangtua kepada anak setelah bercerai. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis 
normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 
berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Penelitian dilaksanakan di 
Pengadilan Agama Surakarta. Sumber data menggunakan data primer dari hasil 
wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan 
analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim 
dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah  umur  akibat perceraian 
adalah hakim melihat dan lebih mengedepankan psikis dari anak tersebut, maka yang 
dipertimbangkan hakim Pengadilan Agama Surakarta sudah sesuai dengan keadilan 
bagi semua pihak; (2) Akibat hukum orangtua kepada anak setelah bercerai adalah 
bahwa meski anak tersebut hak asuhnya berada di tangan bapaknya , namun ibu ikut 
andil dalam masalah pemeliharaan anak tersebut. 
Kata kunci: Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur, akibat hukum orang tua 
kepada anak 
ABSTRACT 
 The purpose of this study was to determine: (1) consideration of the judge in 
determining custody of children under the age of divorce; (2) the legal effect of 
parents of children after divorce. This research is a normative juridical research is a 
procedure of scientific research to find out the truth based on the logic of the 
normative science of law. Research carried out in the Religious Surakarta. Data 
sources using primary data from interviews, observation, and literature study. Data 
were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: (1) Consideration 
of the judge in determining the transfer of custody of children under the age of 
divorce is the judge look and emphasizes the psyche of the child, the judge considered 
Surakarta Islamic Court was in accordance with justice for all parties; (2) The legal 
consequences Parents to Kids after a divorce is that although the rights of foster 
children in the hands of his father, but the mother took part in the child maintenance 
issues. 




Rumah tangga adalah suatu wadah pertama dalam suatu masyarakat. Rumah 
tangga juga merupakan suatu problematika yang tumbuh dalam suatu masyarakat. 
Suatu individu ataupun masyarakat tidak akan tumbuh menjadi masyarakat yang baik 
jika rumah tangganya tidak baik.  Dalam rumah tangga ini terdiri sebuah rumah, 
rumah di mana dijadikan tumbuh dan berkembangnya suatu keluarga yang harmonis. 
Dalam suatu keluarga akan menciptakan suatu kebersamaan.
1
 Undang-undang NO 1 
Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga 
yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam realitanya 
perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya suatu 
perkawinan. Oleh karena itu suatu perkawinan harus benar-benar dijaga keutuhannya 
sehingga tidak akan putus. Putusnya suatu perkawinan itu meliputi beberapa faktor. 
Seperti halnya dirumuskan pada Pasal 38 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan dapat  putus karena: (1) Kematian, (2) 
Perceraian, (3) Atas putusan Pengadilan. 
Perubahan akan pola pikir pada pandangan hidup antara suami istri yang 
mengakibatkan suatu perbedaan yang menimbulkan adanya percecokan yang 
mengakibat suatu ketidaknyamanan hati dalam menjalankan rumah tangga. 
Ketidakseimbangan itu yang menimbulkan suatu pertengkaran bahkan pengkhinatan. 
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 Ummu Ibrahim Ilham, Bagaimana Menjadi Istri Yang Shalihah Dan Ibu Yang Sukses,  Jakara:Darul 




Suatu gugatan perceraian ini pada akhirnya menimbulkan berbagai 
permasalahan. Di samping gugatan cerai itu yang menimbulkan putusnya suatu ikatan 
perkawinan. Muncul pula masalah setelah dikabulkannya gugatan perceraian itu 
misalnya, perebutan harta gono gini, dan apabila sudah memiliki keterunan timbul 
pula masalah tentang siapa yang lebih berhak mengasuh atau mendapatkan hak asuh 
atas anak yang masih di bawah umur. 
Masalah yang hedak penulis bahas yaitu pertama, bagaimana pertimbangan 
Hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak dibawah umur akibat 
perceraian? Kedua, bagaimana akibat hukum orangtua kepada anak setelah bercerai? 
Penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan: (a) Untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak dibawah umur 
akibat perceraian. (b) Untuk mengetahui akibat hukum orangtua dengan anak setelah 
bercerai. 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai khasanah dalam ilmu 
pengetahuan tentang hukum. Khususnya tentang pelimpahan hak asuh anak di bawah 
umur akibat perceraian. 
Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah: pertama, metode 
pendekatan yang digunwwwakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 
yuridis normatif. Penelitian itu merupakan penelitian hukum yang mendasarkan pada 
konstruksi data yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten. 
Penelitian yuridis normatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk 
menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya 
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(menelaah norma tertulis). Kedua, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis 
penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan 
untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap masalah tentang 
pelimpahan hak asuh anak di bawah umur sebagai akibat dari perceraian.
2
 
Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta. Jenis data yang digunakan 
ada data sekunder yaitu berupa putusan hakim dan data primer yaitu data yang 
diperoleh dari langsung dari lapangan. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi 
kepustakaan dan mengunakan wawancara merupakan metode dimana langsung 
bertatap muka dengan responden untuk melakukan tanya jawab perihal fakta-fakta 
hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran 
dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.
3
 
Metode analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
metode analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis 
data yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, 
jurisprudensi dan literatur lainya yang berkaitan dengan pelimpahan hak asuh anak di 
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Bambang Sunggono, 2012, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:  Raja Grafindo Persada,hal 35 
3
 Suratman dan Philips Dillah, 2003,Metode Penelitian Hukum, Bandung:Alfabeta,hal 127. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pelimpahan Hak Asuh Anak di 
Bawah Umur Akibat Perceraian 
Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis  maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa masalah pelimpahan hak asuh anak yang masih di bawah 
umur atas akibat dari kedua orang tuanya yang telah bercerai, harus mengedepankan 
kepentingan dari si anak. Bukan hanya berdasarkan atas siapa yang lebih berhak atau 
tidak tapi tentang nyaman atau bahagia tidak anak tersebut dalam pengasuhan. 
Dengan lebih mengedepankan  psikis dari anak tersebut menjadi bagian terpenting 
bagi hakim dalam memberikan putusan atas hak asuh anak yang masih di bawah 
umur. Dengan begitu keputusan hakim yang memberikan hak asuh atas kedua anak 
tersebut kepada ayahnya sudah merupakan putusan yang adil dan penuh dengan 
pertimbangan. 
Anak korban perceraian akan mengalami guncangan psikis, merasa cemas, 
sulit bergaul, menyalahkan diri sendiri, yang akan berdampak pada menurunnya 
prestasi di sekolah. Dalam rangka mengurangi dampak perceraian terhadap anak 
setelah fase berpisahnya orang tua mereka. Erat kaitannya dengan kompetensi orang 
tua untuk mengasuh anak. Perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan 
memberi keputusannya bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan 
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
Penyebab timbulnya keinginan suami istri untuk melakukan perceraian, 
adalah terjadinya Nusyuz yaitu seorang istri melakukan perbuatan yang bertujuan 
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menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima syara’, sebenarnya kemungkinan 
nusyuz ini tidak hanya datang dari pihak istri, tetapi dapat juga datang dari pihak 
suami. Namun dalam hal ini nusyuznya suami yaitu dalam artian suami mengabaikan 
kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang kepala keluarga. 
Selanjutnya penyebab perceraian juga disebabkan oleh terjadinya Syiqaq, yaitu 
perpecahan, perselisihan atau percekcokkan. Perpecahan atau perselisihan antara 




Putusnya perkawinan akibat perceraian seringkali disertai dengan perebutan 
hak asuh anak. Pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang 
tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan 
anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh 
apa pun dan/atau siapa pun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian akan sangat 
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa. 
Jadi ikatan yang khas tersebut menorehkan warna positif bagi pertumbuhan dan 
perkembangan anak, maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang 
dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini 
menorehkan warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap 
masa depan anak secara potensial.
5
 
                                                             
4
 Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana, hal. 
212 
5
 Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal, 147 
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Pengertian hak asuh adalah tanggung jawab resmi untuk memelihara dan 
memutuskan masa depan anak. Lebih jelas lagi, hak asuh adalah istilah hukum untuk 
melukiskan orang tua mana yang akan tinggal bersama si anak, apakah hal itu telah 
diputuskan oleh pengadilan atau tidak.
6
Hak asuh anak dalam hukum islam dikenal 
dengan istilah hadhanah, yaitu pemeriharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya 
putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami 
dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah 
dan/atau ibunya. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur 
yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut 
hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun. Keduanya harus memenuhi syarat yang 
ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan 




Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menentukan suatu masalah atas hak 
asuh dari anak ini menetukan tentang nasib ke depannya anak tersebut. Dalam 
pertimbangannya hakim harus lebih kritis lagi sebelum akhirnya memberikan 
putusan, karena nasib dari anak yang diperebutkan hak asuhnya tersebut tergantung 
dari kebijakan hakim melihat tentang siapa yang akan mendatangkan kebahagiaan 
dari anak tersebut. 
                                                             
6
 Ann Mitchell, 1996, Psikologi Populer Dilema Perceraian. Terj. Budinah Joesoef. Jakarta: Arcan, 
hal 90 
7
 Amir Syarifuddin, 2009, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, hal 327-328 
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Dalam hal ini, hakim dalam memutuskan tidak terpaku pada peraturan 
perundangan yaitu ketentuan pada Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi 
Hukum Islam yang merumuskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 
atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Tapi lebih pada kemaslahatan bagi 
si anak,bukan dilihat dari siapa yang lebih berhak,akan tetapi harus melihat fakta ikut 
siapa yang memberikan rasa nyaman dan rasa bahagia. Dengan kata lain yang harus 
dikedepankan adalah kemaslahatan anak dan kepentinan terbaik bagi si anak, semua 
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. 
Meski hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada pihak ayah, 
tidak serta-merta memutuskan ikatan antara ibu dengan anak. Majelis hakim 
berpendapat bahwa demi kepentinan anak dan kesejahteraan hidup anak pada masa 
yang akan datang, maka hakim menetapkan mengenai hak penggugat selaku ibu 
kandungnya untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih 
sayang serta turut membantu pendidikan terhadap kedua anaknya tersebut semata-
mata demi kepentingan dan atau kesejahteraan kedua anak tersebut. 
 
Akibat Hukum Orangtua Kepada Anak Setelah Bercerai 
Berdasarkan dari wawancara dengan hakim yang memutuskan kasus tentang 
pelimpahan hak asuh ini bahwa akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya suatu 
perceraian terhadap anak tersebut tidak ada. Penekanan dari akibat hukum tersebut 
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lebih pada tentang pemeliharaan anak yang masih di bawah umur akibat dari kedua 
orang tuanya yang telah becerai. 
Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan 
ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat 
dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah (1) baik ibu atau bapak 
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, (2) bapak yang 
bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan 
anak, bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat memberi kewajiban tersebut 
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, (3) Pengadilan 
dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan/atau 
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri 
Berdasarkan Pasal di atas, maka jelas bahwa perkawinan yang sudah putus 
akibat perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak 
yang lahir dari perkawian itu menjadi putus. Karena secara tegas telah diatur bahwa 
suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua 
dalam hal pemeliharaan dan mendidik anak-anaknya tersebut. 
Pertangungjawaban mengenai pemeliharaan yaitu hak asuh anak dan nafkah 
merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Namun terkadang ada 
problematika bahwa ayah sudah tidak lagi peduli akan kewajibannya tersebut atau 
bahkan sering mengabaikan kewajibannya tersebut sehingga menyebabkan anak 
menjadi terlantar. Namun sesuai yang dijelaskan dalam wawancara  dengan bapak 
Arif Puji Haryono menjelaskan bahwa akibat hukum atas pelaksanaan kewajiban 
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terhadap anak setelah bercerai itu tidak ada. Karena hak asuh anak diberikan kepada 
tergugat selaku ayah kandungnya, jadi secara otomatis biaya nafkah dan 
pemeliharaan anak tersebut sudah dilakukan tergugat. Karena setelah terjadinya 
putusan tersebut tidak adanya pelaporan dari pihak penggugat atau keluarga anak 
tentang pengabaian kewajiban tersebut. 
Bab III Undang-undang No. 4 Tahun 1979 mengatur tentang tanggungjawab 
orang tua terhadap kesejahteraan anak. Dikatakan pertama-tama yang bertanggung 
jawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua (Pasal9). Orang tua yang terbukti 
melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam 
pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua 




Mengacu pada ketentuan tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa 
sang bapak adalah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. 
Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai 
pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 
ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.
9
 
Permasalahan mengenai pemeliharaan anak dan biaya nafkah, ayah dan ibu 
wajib melaksanakannya. Ibu berdasarkan hak pengasuhannya berkewajiban 
memelihara dan mendidik anak-anak dibawah umur sampai dewasa sedangkan ayah 
                                                             
8
Subekti, 1990, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Penerbit Intermasa, hal. 51 
9
Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Nasional, Bandung:Mandar Maju, hal 92 
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berkewajiban untuk memberkan nafkah anak dalam hal untuk pendidikan, makanan, 
dan segala kebutuhan lain yang menunjang perkembangan anak-anaknya sampai 
anak-anak tersebut dewasa. Tindakan orang tua yang mengabaikan pemeliharaan 
anak ini dapat terjadi karena orang tua tidak menyadari bahwa walaupun telah 
bercerai, anak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian, pemeliharaan dan 
perlindungan dari kedua orang tuanya bukan nenek dan kerabat ayahnya.  
Pertanggungjawaban mengenai pemeliharaan yaitu hak asuh anak dan nafkah 
merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Namun dalam kenyataannya 
ayah yang sudah diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya, di kemudian hari ayah 
tersebut sudah tidak perduli lagi akan kewajibannya. Ayah seringkali mengabaikan 
kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Oleh karenanya hal 
ini menyebabkan anak-anak menjadi terlantar. 
Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat 
hukum yang harus diperhatikan oleh para pihak yang bercerai, karena dengan 
putusnya perkawinan maka bukan berarti juga akan memutus kewajiban para pihak 
sebagai ayah dan ibu dalam hal pemeliharaan, pengasuhan dan pemberian nafkah 
anak-anaknya. Kewajiban ini dalam lingkungan masyarakat adat di dasarkan pada 
sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. 
Berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut dapat 
dikaitkan jika salah satu pihak khususnya pada pihak bapak, yang mempunyai 
kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jika dalam suatu kondisi 
tertentu pihak bapak mengabaikan atau dengan sengaja tidak memenuhi 
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kewajibannya kepada anak tersebut, maka dapat dimohonkan ke Pengadilan untuk 
memberikan teguran atau aanmaning kepada pihak tersebut untuk melakukan 
kewajibannya. Pemberian teguran atau aanmaning tersebut harus melalui proses 
permohonan pelaporan dari salah satu pihak ke ketua pengadilan terlebih dahulu 
sehingga dapat diproses. 
Permohonan aanmaning ini dimaksudkan untuk memberikan arahan  bagi 
pihak khususnya pihak bapak yang memiliki kewajiban menafkahi anaknya tersebut 
untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Jika dalam proses permohonan 
aanmaning ini pihak tersebut masih belum melaksanakan kewajibannya maka Ketua 
Pengadilan berhak memutuskan untuk melaksanakan eksekusi terhadap harta dari 
pihak tersebut (bapak). Dalam pelaksanaan eksekusi ini maka harta yang di sita 
tersebut dilelangkan yang kemudian uang hasil lelang tersebut digunakan dan di 
berikan untuk pemeliharaan dan kebutuhan pendidikan hasil penelitian dan 
wawancara, penulis memberikan gambaran bahwa akibat hukum orang tua kepada 
anak setelah bercerai pada kasus tersebut berkaitan dengan pemeliharaan masa depan 
si anak tersebut. Meskipun pelimpahan hak asuh atas kedua anak tersebut jatuh 
kepada tergugat selaku ayah kandungnya tetapi penggugat selaku ibu masih punya 
kewajiban dalam pemeliharaan anak tersebut, bukan hanya berkaitan dengan 
kepribadian anak itu saja tapi juga berkaitan dengan nafkah jika memang si ibu juga 







Berdasarkan dari apa yang dibahas dalam pembahasan, maka dapat 
disimpulkan, pertama, dalam putusannya hakim memutuskan untuk memberikan hak 
asuh atas kedua anak tersebut kepada tergugat selaku ayah kandungnya. Dalam 
keputusan tersebut hakim telah melakukan berbagai pertimbangan-pertimbangan 
terlebih dahulu. Masalah pelimpahan hak asuh anak yang masih di bawah umur 
akibat dari kedua orang tuanya yang bercerai, harus mengedepankan kepetingan anak. 
Bukan hanya tentang siapa yang lebih berhak tapi tentang siapa yang lebih memberi 
rasa nyaman dan bahagia. Karena psikis merupakan faktor paling penting dalam masa 
pertumbuhan mental dan kepribadian dari anak tersebut. 
Kedua, akibat hukum yang timbul akibat kedua orang tua yang bercerai 
terhadap anak hasil dari perkawinan mereka berkaitan dengan pemeliharaan anak di 
masa depan. Meskipun pelimpahan hak asuh atas tersebut jatuh kepada ayahnya 
namun ibu masih punya kewajiban dalam pemeliharaan anak tersebut. Karena 
putusnya suatu perkawinan akibat perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan 
antara orang tua dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi putus. 
Kewajiban nafkah atas hidup anak tersebut memang merupakan kewajiban seorang 
bapak namun dalam kondisi tertentu ibu juga mempunyai andil dalam pemberian 
nafkah kepada anak tersebut apabila memang dibutuhkan. Jadi bukan hanya turut 
andil dalam masalah pembentukan kepribadian dari anak tersebut namun tentang 





Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran sebagai 
berikut pertama, saran ini ditujukan kepada hakim yang mengadili dan memutuskan 
perkara tentang pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian. Dalam 
penerepan hukum atas pertimbangan-pertimbangan yang diambil hakim dalam 
menentukan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur akibat dari kedua orang 
tuanya yang bercerai, maka hendaklah hakim mengedepankan bagaimana masa depan 
dari anak tersebut. Hakim hendaklah  lebih jeli lagi dalam memandang sikap anak 
tersebut lebih nyaman atau lebih bahagia dengan siapa mereka akan diasuh, sehingga 
pertimbangan tersebut harus mengedepankan kepentingan dari anak bukan tentang 
siapa yang lebih berhak atau tidak. Karena masa depan dari anak tersebut jauh lebih 
penting daripada kepentingan pribadi dari kedua orang tuanya. 
Kedua, Ditujukan kepada para orang tua berkaitan dengan akibat hukum 
orang tua kepada anak setelah kedua orang tuanya bercerai. Meski perkawinan 
mereka putus bukan berarti hubungan kedua orang tua dengan anak ikut putus juga. 
Kedua orang tua harus saling mengedepankan kepentingan anak terlebih dahulu 
daripada kepentingan mereka. Meski pihak bapak berkewajiban memberikan nafkah 
kepada anaknya dan ibu jika memang mampu juga harus turut membantu dalam 
memberikan nafkah juga kepada anaknya. Kebutuhan anak dari segi psikis, mental 
dan materi dapat tercukupi. Jadi tidak akan lagi anak yang terlantar akibat dari kedua 
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